: wﬁ"’

r{xﬁ L

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.876, 2019 KEMEN-DPDTT. Pedoman. Jadwal. Retensi. Arsip.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor: B-AK.01.00/2500/2018 tanggal 5
Oktober 2018 tentang Laporan Hasil Monitoring Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan, perlu mengubah
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Jadwal Retensi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
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Mengingat

1.

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Jadwal Retensi
Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2015 Nomor 116);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Perekonomian Urusan Pembangunan Daerah
Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 118);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1915);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN JADWAL
RETENSI ARSIP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I
Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 551) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum
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dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019
MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN |

PERATURAN MENTER!
PEMBANGUNAN DAERAM TERTINGOAL,
TRANSMIORAS]

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  TAMHUN 2019

TENTANC

PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAM TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRAS]

DESA,
DAN

JADWAL KETENSI ARSIP FASILITATIF
KEMENTERIAN DESA. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGOAL, DAN TRANSMIORAS]

2 3 4 3
KEUANGAN
A Penyusunan Anggaran Pendapstan dan Belanga Negara
AFBN-P
1. { Sementara 2 whun setelah tohun 4 tahun Tusnoh
anggaran berakhir
2. Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjn 4 tahun Musnah
Negarn (RAPEN) Kementerion Desa, POT dan Tranamigrani . :‘hnn "th ler
dengan Komisl DPR - RI ERATaRD
3. Rusalah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR - RI 2 mhun setelah tahun 4 tahun Permanen
anggnran berakhir
T T R :
K] 4 3
4 Ketetapan Pagu Definsuf 2 tahis setelah thun 4 tahun Permanen
!;*“gn EFMr
5. Rencanas Kerja dan Anggaran (RKA) 2 tahun set twhun 5 tahun Muanah
angguran berakhir
6. Daftar Intan Pelakasnann Anggarn (DIPA), dan Petunjuk 2 tahun setelah tahun 3 tahun Musnah
Op  Keglatan (PO} - y anggaran berakhir
8. Pelaksanaan Anggaran
LK /Per yangiout Perencanaan, 4 tahun Fermanen
Pelak: F hann dan Pertanggungjuwaban | tahun setelah
Anggaran yang dileeluarkan oleh Kesoenterian Desa, PDT, dan diperbaral
Tra "
: 2 m
o Surat Setoran Pajak (S5 2 tahun setelnh S tahun Dinilat kembalt
undang- undang
pertanggungiewaban
APDN disahkan dan
tindaklanjut hasl
pemertksaan teluh
o seleans
b Surat Setoran bukan Pajak (SSEPF 2 tahun setelah 5 tuhun Dintlal kemball
undang-undang
pertanggungivwaban
APBN disahican dan
tindakianjut hasl
pemeriksaan telnh
selenad
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